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PUTUSAN
Nomor : /Pdt.G/2018/PA.LPK

& 2 & 3» ¢
B NEENANS T 2y
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili
perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
pedagang, warganegara Indonesia, tempat tinggal Kabupaten
Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh

harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal di Kota Medan,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah meneliti alat-alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Juli
2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di
bawah Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK, tanggal 24 Juli 2018, yang pada
pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
tanggal 03-02-2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan
Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 105/35/11/2012 tertanggal 02-02-2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
telah bergaul layaknya suami-istri (ba’da dukhul), semula Penggugat
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dengan Tergugat tinggal bersama di Batam, dan terakhir Penggugat
dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada
alamat Penggugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun sejak pertengahan Maret
2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak
rukun disebabkan Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah
tangga kepada Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi pertengkaran, karenanya Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dikediaman, tidak pernah kembali lagi dan tidak
pernah mengirimkan nafkah;

5. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Maret 2016 hingga saat ini antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang mana
Tergugat tinggal dikediaman dengan orang tua Tergugat pada alamat
Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dikediaman orang tua
Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

6. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 2 tahun 4 bulan
lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak
terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak
menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-
baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi,
maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cg. Majelis Hakim yang Mulia untuk
menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan
mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-
adilnya;
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Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat
masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir
secara in person disetiap persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada
persidangan pertama tanggal 15 Agustus 2018, persidangan kedua tanggal
12 September 2018 dan persidangan ketiga tanggal 26 September 2018
sedangkan pada persidangan selebihnya yaitu persidangan keempat tanggal
tanggal 10 Oktober 2018, persidangan ke lima tanggal 31 Oktober 2018 ,
persidangan ke enam tanggal 21 Nopember 2017 dan persidangan ke tujuh
tanggal 12 Desember 2018 dan persidangan kedelapan tanggan 26
Desember 2018 Tergugat tidak lagi menghadap dipersidangan meskipun
telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan, susuai dengan relas panggilan Nomor
1408/Pdt.G/2018/PA.Lpk. yang masing-masing dibacakan disetiap
persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat untuk rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah pula mengupayakan
perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan
mediator Dra. Hj. Samlah  tetapi mediasi tidak berhasil mencapai
kesepakatan;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk
menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan
dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan
surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat hadir di persidangan, maka atas gugatan
Penggugat tersebut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memberikan
jawaban seluas-luasnya kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan
jawabannya baik secara lisan maupun tertulis yang akhirnya Tergugat tidak
lagi datang menghadap dipersidangan;
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Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada memberikan jawabannya dan
tidak pernah hadir lagi untuk menghadap dipersidangan, maka Penggugat
untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti
surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat :
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/35/11/2012
tertanggal 02-02-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang bedagai, yang telah

dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.) dan ditanda tangani;

B. Bukti saksi :

1. umur 66 tahun, agama lIslam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat tinggal di Jalan Gelatik (depan kedai jajanan bg kebo),
Dusun |, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten
Serdang Bedagai di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah
suami Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang menikah pada tahun 2012 yang lalu, yang tanggal dan
bulannya saksi tidak ingat lagi ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orangtua Penggugat/ dirumah saksi sampai
dengan berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi
pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada
umumnya hanya sekitar 4 tahun, namun sejak sekitar tahun 2016
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat yang terus menerus, yang puncaknya terjadi pada Bulan
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bulan Maret 2016 yang lalu sehingga akhirnya Penggugat dan
Tergugat pisah;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat
kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada
Penggugat, dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat bahkan
sampai 1 tahun lamanya;

- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-
marah, kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang
sampai saat sekarang ini sudah lebih kurang 2 tahun 6 bulan
lamanya;

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah
Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sudah sering menasehati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah
berulangkali berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat
dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan
Penggugat dan Tergugat;

2. umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan satpam di
Perkebunan, tempat tinggal di Jalan Gelatik , Dusun I, Desa Citaman
Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah

suami Penggugat ;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang menikah pada tahun 2012 yang lalu, yang tanggal dan
bulannya saksi tidak ingat lagi ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orangtua Penggugat/ dirumah ibu saksi sampai
dengan berpisabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi
pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada
umumnya hanya sekitar 4 tahun, namun sejak sekitar tahun 2016
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat yang terus menerus, yang puncaknya terjadi pada Bulan
bulan Maret 2016 yang lalu sehingga akhirnya Penggugat dan
Tergugat pisah;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat
kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada
Penggugat, dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat bahkan
sampai 1 tahun lamanya,;

- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-
marah, kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang
sampai saat sekarang ini sudah lebih kurang 2 tahun 6 bulan
lamanya;

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah
Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sudah sering menasehati dan mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
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- Bahwa antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah
berulangkali berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat
dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi tersebut
Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan, atau
mempertanyakan atas keterangan tersebut;

Bahwa atas bukti dan saksi Penggugat tersebut Tergugat tidak bisa
dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat, sedangkan Tergugat dapat didengar kesimpulannya karena tidak
hadir dipersidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada
berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan
adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal
tanggal 03-02-2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
105/35/11/2012 tertanggal 02-02-2012 yang foto copynya telah bermeterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula
diakui oleh Tergugat, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat
adanya hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu
Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan
dalam perkara ini (Persona standi in judicio) untuk mengajukan gugatan

cerainya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) juga terbukti Penggugat
dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan
berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang
sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan
mengadili perceraian ;

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2016 telah dilakukan dan
berdasarkan Laporan Hakim Mediator Dra Hj. Samlah, bahwasanya usaha
mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
No. 1 tahun 1974, juncto Pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9
Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini
adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat
dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat,
dengan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 4 sampai
dengan 8 yang selengkapnya telah termuat dalam pertimbangan duduk
perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
ada memberikan jawaban walaupun telah diberi kesempatan seluas-luasnya
untuk Tergugat ;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban
atas dalil-dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya, Majelis hakim
berpendirian kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, karena
mengingat perceraian merupakan sesuatu hal yang di benci Allah SWT, dan

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian dan
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tidak mengenal persetujuan cerai, serta untuk menghindari terjadinya
kebohongan atau sandiwara dalam perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu untuk membuktikan dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu
bernama Legini binti Peno dan Agustiono bin Kunen, yang secara formil
kedua orang saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan
Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No0.9 Tahun 1975.
Sedangkan secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling
bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat mengenai
ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat. Maka berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian kedua saksi tersebut
dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari
pengakuan Tergugat dalam jawabannya dikuatkan pula oleh keterangan dua
orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta
sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan damai namun sejak sekitar 4 (empat) tahun setelah
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang dan jarang
memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat yang akhirnya
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini sudah
sekitar 2 tahun 8 bulan lamanya ;

- Bahwa upaya perdamaian sudah pernah diusahakan akan tetapi
tetap tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap dengan
gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
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- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 2
tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
sehingga berakhir keduanya berpisah rumah dari sejak itu sampai dengan
sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan,
keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik
Penggugat selaku isteri maupun Tergugat selaku suami terlihat tidak lagi
menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling
mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi
ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan
34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian
majelis berpendirian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
pecabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami
isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik,
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo
Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan
Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang
berbunyi sebagai berikut :

d2zs ledl IsiSomi) Llgjl aSomiil o @aS) $l> ol anl gos
L)S)S.aufo}njwyw.)&ul &o)géjs.op.g.iy_

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
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pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup
bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan
tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah
tangganya sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dirukunkan
kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut
diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana
dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung
RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya
apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka
gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 1.111.000,00 (Satu Juta seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam
pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan
tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin.
sebagai Ketua Majelis Drs. Syahminan Lubis. SH. dan Drs. H. Elmunif .

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
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hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu Hj.

Sri Handayani. S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ridwan Arifin .

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Syahminan Lubis. SH Drs. H. EImunif .

Panitera Pengganti

Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH .

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.00

2. Biaya proses Rp. 50.000.00

3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat Rp.1.020.000.00
4. Biaya redaksi Rp. 5.000.00
5. Meterai Rp. 6.000.00
Jumlah Rp. 1.111.000.00

(Satu juta sebelas ribu rupiah) ;
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